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ABSTRAK _ : .
Kartelisasi partai telah menjadi perhatian  serius ahli  studi partal .puhlui.(: schfuah
kecenderungan yang dinilai menghambat perkembangan demokrasi. Penelitian inl bCI‘EU.JUElIl

menckaii secara kritis kecenderungan kartelisasi partai politik dalam proses pemilihan kepala
daerah serentak di Kabupaten Pringsewu dan Kabupaten Tulangbawang tahun 2016. Studi
Lualiatif ini dilakukan melalui pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa kartelisasi partai politik cenderung tidak terjadi dalam
persaingan yang sangat ketat antar pasangan calon pada proses pencaloran pemilihan kepala
daerah di Kabupaten Pringsewu. Masing-masing partai atau gabungan partai politik
mendukung calon yang sedikit banyak memiliki kedekatan ideologis dengan partai atau
gabungan partai mereka. Kecenderungan kartelisasi partai politik terlihat jelas dalam proses
pencalonan pemilihan kepala daerah di Kabupaten Tulangbawang Barat:  seluruh partai
polik mendukung pasangan calon yang sama meski tidak memiliki kedekatan ideologis
maupun visi dengan partai politik masing-masing; partai politik mendukung pasangan calon
semata-mata karena rekam jejak dan serta potensi untuk memenangkan pemilihan kepala
dacra

K ata kunci: kartelisasi, partai politik, pemilihan kepala daerah

—

PENDAHULUAN

Setelah sukses menggelar pemilihan bupati dan wakil bupati secara serentak di Provinsi
Lampung tahun 2015 yang lalu, maka pada 2017 pemilihan bupati dan wakil bupati secara
serentak akan kembali dilaksanaan di Provinst Lampung. Terkait dengan konteks pencalonan
kepala daerah, telah lahir sebuah fenomena di mana petahana berkecenderungan untuk
kembali mencalonkan diri sebagai bupati/walikota di akhir masa jabatannya. LST (Lembaga
Survey Indonesia) pada tahun 2007 melakukan swrvey sejak Juni 2005 hingga Desember
2006, menyatakan bahwa dari 32 wilayah yang menyelenggarakan pilkada, sekitar 78,77%
petahana kembali muncul pada pemilihan kepala daerah dan sebanyak 62.17% mampu
mempertahankan kekuasaannya dari total keseluruhan petahana yang maju kembali pada
pemilihan umuin (Iskandar, 2013.2).

Fenomena petahana jadi idola pada elektoral proses tersebut antara lain dijelaskan oleh
Stome (2010:120) vang menyatakan peluang kemenangan petahana pada preferensi pemilih
terhant dengan kualitas kepemimpinan, seperti karakter integritas pribadi dan kinerja serta
veterampilan, kemampuan untuk bekerja dengan para pemimpin lain, pemahaman masalah,
sea kemampuan untuk memecahkan masalah. Hasilnya ditemukan bahwa konsekuensi tren
petabana jadi idola hingga hasil pemilu, mengikuti kualitas petahana selama masa bhaktinya.

Senada dengan Stone, Gordon dan Landa (2010:2) menjelaskan faktor pendukung
petabana jadi idola hingga berpotensi menang, di antaranva karena petahana memiliki

scrumlah sumber yang tidak dimiliki kandidat lain. Pertama, terdapat jalinan hubungan yang
Sak antara kelompok kepentingan dan elit di dacrah. yang dikenal dengan model direct

L
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officeholder. Kedua, yakni campaign discount (diskon kampanye). Pada model ini, petahana
tidak perlu mengeluarkan uang banyak untuk membuat ia terpilih lagi dalam pemilihan dan
model ini menunjukan nama besar yang dimiliki petahana. Sedangkan model yang ketiga
adalah district partisan bias, yakni kecenderungan basis pendukung petahana atas wilayah
tertentu vang dihasilkan dari kinerja petahana maupun kedekatan petahana dengan elit di
dalam suatu domain wilayah tertentu. :

Namun demikian, sejumlah “keuntungan” petahana di atas nampaknya.mem'n.}bulkan
masalah baru. Masalah terscbut vakni sikap pragmatis sebagian besar partal pohtl.k yang
cenderung “main aman” dengan enggan berkompetisi melawan petahana. Partai-partal politik
-:nd-:r.m;' melakukan koalisi pragmatis sendiri dengan tidak memerdulikan latar belakang
wdeologi “Ilap partai, serta mendukung satu nama yang tidak la_in_ adalah“ petahana, tanpa
~senelurkan kandidat lain dari kader masing-masing partai hasil “didikannya . o

Sikap pragmatis baik partal pengusung maupun pendukung tersebut ternyata lahir juga
& sejumlah kabupaten/kota dalam kontestasi pilkada Provinsi Lampung di tahun 2015. Sebut
a2 petahana Kabupaten Way Kanan yakni Bustami Zainudin yang didukung dan diusung
oleh 9 partai, di antaranya partai NasDem, Gerindra, PDIP, PKB, PPP, Golkar, PKPI, PBB.
4un PDS. Petahana Kabupaten Lampung Tengah bernama Mustafa dengan 8 partal
sendukung dan pengusung, yakni PDIP, Partai Demokrat. PAN, PKS, Golkar, PKPI, Hanura,
PPP dan NasDem. Serta petahana Kota Bandar Lampung yakni Herman HN yang diusung
dan didukung oleh PDIP, Partai Demokrat, Gerindra, PKS, NasDem, dan PKB (KPU Provinsi
Lampung, dalam http://kpu-provinsilampung.go.id edisi 27 Juli 2015, diakses pada 1 Maret
2016 pukul 20.00).

Mengerucut pada kontcks sistem kepartaian, fenomena tersebut ternyata dapat
% elaskan ke dalam teori cartelized party. Berdasarkan penelitian terdahulu tentang kartelisasi
% wkridho Ambardi. 2008) Diungkapkan bahwa telah terjadi kartel politik, Khususnya pada
saat pemenintahan Megawati Soekamo Putri (2001-2004) dan pada saat pemerintahan Susilo
Hambang Yudhoyono periode pertama (2004-2009). Lebih lanjut Ambardi mengungkapkan

nerbagai kebijakan serta penyusunan undang-undang di eksckutif dan legislaiif yang dibuat
4alam kerangka kepentingan kartel antara lam pembentukan Setgab parpol pendukung
¥ whinet Peneliti lain (Ananda Putri Sujatmiko, 2015) meneimukan bahwa kartelisasi partai

- 4,

weriadi pada proses pencalonan Walikota Bandarlampung pada pemilihan kepala daerah
eeptak tahun 2015 di Bandarlampung. Temuan riset bahwa proses pencalonan walikota
& partai-partai politik di Bandarlampung lebih didominasi oleh kepentingan pragmatis
soka pendek partai untuk memenangkan pemilu dibanding keinginan untuk mencalonkan
cane vang memiliki kesamaan ideologi dengan partai politik.

Berbagai paparan tentang penelitian sebelumnya terkait sistem kartelisasi partai telah
Ssampaikan namun masih berada dalam domain nasional. Lantas, bagaimana dengan
‘emomena kartel di tingkart lokal (daerah)? Penelitian mengenai fenomena kartelisasi partai
.lama ini selalu jadi bahasan terpusat di tingkat nasional dan hampir tidak pernah menventuh
4acrsh Oleh sebab itu, urgensi penelitian ini adalah guna mengis kesenjangan penelitian
werdahulu terkait analisis fenomena kartelisasi partai di tingkat daerah yang belum pernah
dbahas secara ilmiah sebelumnya.

Penelitian ini mempertanyakan apakah pemilihan kepala daerah di Tulangbawang
Hawang Barat dan Pringsewu semata-mata merupakan refleksi kecenderungan kartelisasi
sariar politik ataukah juga masih terdapat pertimbangan ideologis . Karena itu penelitian ini
sertwjuan untuk menganalisis secara kritis kartelisasi dan kecenderungan ideologis partal
~linik dalam Pilkada di Tulangbawang Barat dan Pringsewu tahun 2017.
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TINJAUAN PUSTAKA
Sistem Partai Kartel

Secara etimologis, ‘kartel’ diambil dari bahasa Italia yakni cartello yang diturunkan dari
sstilah untuk selembar kertas. Cartello atau kertas ini kemudian pada awalnya dipergunakan
sebagai media perjanjian tertulis untuk keperluan asosiasi kolusif yang dibentuk oleh
perusahaan-perusahaan vang berusaha memonopoli dan menguasai harga dari suatu produk
stau jasa Istilah ‘kartel” kemudian meluas dalam spektrum ekonomi yang artinya monopoli
sta2u sindikat. Kartel dibedakan dari pasar, sebab kehadiran kartel berpotensi merusak pesaing
{(kompetitor) (Studwell, 2007:x). . _ .

Kartel diterapkan ketika beberapa produsen bekerjasama dalam menjual barang dan jasa
dengan harga dan jumlah yang telah ditentukan. Tujuan dari pembentukan lfanel yaitu
membatasi bl\ompetisi tiap produsen serta menghambat n.msuknya produgen baru untuk
bersming di dalam pasar baru. konsep kartel yang lazim digunakan di dunia ekonomi 1ni,
semudian pertama kali dikembangkan dalam menganalisis partai politik oleh Richard Katz
dan Peter Mair untuk menggambarkan fenomena partai pasca-industrialisasi yang terjadi di
Eropa Barat

Mengurucut pada penerapannya di dalam praktik politik, kartel dibedakan dari koalisi
schab mereka melakukan kooptasi. Partai berkolusi menjadi agen dari negara dan
mengeunakan sumber daya-sumber daya negara (partal negara) untuk memastikan kehidupan
wotekntl mereka sendiri sehingga tetap dapat eksis. Lebih jauh, kehadiran model partai ini
merupakan akibat dari terjadinya krisis keuangan pada tubuh partai yang disebabkan oleh
memgtulangnva sumber pokok keuangan mereka, dan menurunnya iuran yang berasal dari
smgsota Sikap ketidakpedulian anggota ini disebabkan oleh semakin mapannya kehidupan
mereka secara ckonomi sehingga sudah tidak begitu tertarik terhadap isu-isu ekonomi (Katz

-
Sam Mais

st

Swimya sendin dan subsidi finansial yang diberikan oleh negara. Dimulai dari negara-negara

Zmavia dan menyebar ke Eropa Barat dalam derajat perubahan yang bervariasi.

| RS N =

crubahan ini merombak hubungan antara partai dengan masyarakat dan negara. Jika
schelumnya partal merupakan bagian dari masyarakat, maka kini partai menjadi bagian dari
mesara dan jarak dengan masyarakat semakin jauh (Koole, 1996:515).

Munculnya partai kartel juga merupakan penggabungan partai parlemen dan aparatus
scgars (dan kelompok kepentingan). Pada dasarnya tipe partai ini bercirikan peleburan partai
& sabatan publik dengan beberapa kelompok kepentingan yang membentuk kartel politik
‘ame tuuannya memertahankan kekuasaan eksekutif. Partai ini selanjutnya berbentuk

reamisasy profesional yang survivalitasnya sangat bergantung pada negara (Pamungkas
2 Logika kartel ditunjang dengan oligarki di tubuh partai, memandang remeh ideologi
#s pomsip-prinsip haluan partai. Mereka bahkan cenderung tidak peduli dengan kebijakan
#u sgenda presiden selama mereka tetap memeroleh keuntungan-keutungan politik dan
Shomomm bagi keberlanjutan partai-partai mereka (Hanan, 2010). Menurut Katz dan Mair,
wartel cenderung menutup pintu bagr partai-partar baru dan melakukan kampanye
pemii dengan gaya yang mahal, profesional dan tersentralisasi. Semuanya mengandalkan
setcrampilan mengeruk sumber daya dan subsidi negara karena akses dan hak istimewa yang
sereia muliky, ciri-ciri internal partai kartel umumnya semakin kabur antara anggota partai
ane wdeologis dan kader tulen dengan mereka yang datang belakangan hanya untuk maju
memiadi peserta legislatif atau untuk menjadi pemimpin daerah.

Kartel atau tidaknya suatu partai, menurut Katz dan Mair (1995:18-20), dapat dilihat
Sar Lompetist antar partai di proses elektoral. Motivasi penuhnya yakni tidak ingin bersaing.
Mesaruinya, kemunculan partai kartel membuat kompetisi pemilu menjadi penuh ‘muatan

sepentingan’. Pada situasi spesifik, partai jadi terlihat lebih ‘menggoda’ daripada unsur

o ® o
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. Kemungkinan kompetisi partai akan berhenti d% level lain (di luar lgvei
Eidak bisa dideteksi. Namun, masalah ini dapat dipecahkan 'dgngan melihat
partal sebagai bentuk konflik kepentingan (Storm 1989, Bartolini, 2002 dalam
= 5009). Melalul pandangan ini, satu partal biasanya memula_l giengan meng'am_kule;S{
> ju maupun kepentingan masyarakat secara lua;. Kompetisi antar partai dimu ai
e vang berbeda saling bertarung untuk kepentingan yang berbeda, dan_b'crakh:r
ali _ler;ebnl menyerahakan kepentingannya sebagai gk_ibat _da'ri kompetisi. O]eh
stu. maka kompetisi antar partai dapat didefinisikan scbaga situasi d_l mana partal saling
qut kepentingan yang berbeda-beda dalam rangka mengartikulasi kepentingan yang
wakil. ST 1 i apnosite of competili ang dapat
Di sisi lain, kartelisasi dapat dilihat scba_gm opposite of (_ompenqon, yang dap
<ikan sebagai situasi di mana partai poliiik menyerahkan ideologi gian perbedaan
vang digagas partai untuk hal lain. Situasi ini menjadi kian memungkinkan, menurut
dan _\i::h‘. karena all major parties share the same interest, that is, to maintain their
ve survival (1995:5). Batas ideologi kian kabur, sehingga menjadi faktor utama
partai. Sebagai  konsekuensinya, oposisi politik tidak lagi dapat diidentifikasi.
~va mewakili kepentingan yang berbeda dari masyarakat, sistem kartelisasi partai justru
. dengan pemisahan antara pemimpin partai dan prinsipalnya (aktivis partai dan
\ serta termarjinalisasinya penantang politik (Katz dan Mair, 1995).
sMenurut Katz dan Mair (Ambardi (2009:48), sistem partai kartel diartikan sebagai
| gsstemn kepartaian dengan beberapa ciri sebagai berikut:
| Partai bukan lagi sebagai mediator yang menghubungkan masyarakat warga (civil
sociery) dengan negara, tetapi partai merupakan bagian dari agen negara yang
berhadapan dengan masyarakat warga:
2 Partai memilihkan menu politik bagi pemilihnya, termasuk para calon anggota
lembaga perwakilan;

Lad

Negara memberi dana untuk kelangsungan hidup partai. Karena itu, partai amat
bergantung pada subsidi pemerintah,

4 Partar tidak mengandalkan loyalitas anggotanya. Karena itu, hubungan partai dengan
konstituensnya amat longgar. Karena itu, kampanye biasanya lebih dilakukan dengan
mengandalkan kemampuan manajerial dan cfisiensi serta capital intensive (membeli
jam tayang prime time stasiun televisi, memasang advertensi untuk kampanye,
menvewa konsultan politik yang profesional dan sebagainya). Sementara itu,
Lampanve dengan menggalang solidaritas massa tidak diutamakan;

Tidak mempunyai ideologi yang solid. tetapi lebih mempraktikkan pragmatisme
solitik. Karena itu, yang paling diperlukan bukan kemenangan untuk mendapatkan
dukungan publik, tetapi bagaimana bersaing untuk mendapatkan akses negara dengan
melakukan sharing power (bagi-bagi kekuasaan) dengan partai kompetitornya,
cchingoa vang sering terjadi adaial saling meiakukan penetrasi antara partai politik
dan negara (state) yang sifatnya amat kolutif dan manipulatif. Maka di dalam sistem
kepartaian ini tidak ada partai minoritas yang berada di luar struktur kekuasaan
negara;

Peran kepengurusan pusat kian kuat, sementara itu pengurus daerah semakin
menyusut.

Mengenai elektoral sistem terutama dimensi pemilih yang dianut partai kartel seperti
vame dikatakan oleh Krouwel (dikutip oleh Pamungkas, 2011), bahwa kemunculan pemilih
San dukungan sosial yaitu “regular clientele” yang menyediakan pertukaran dukungan untuk
kehugakan vang menguntungkan. Artinya, dalam elektoral proses terjadi pola “jual beli”
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kchyakan yang dilakukan antara partai dengan pemilih. Jual beli dalam partai kartel terjadi
Setika musalnya dalam masa-masa menjelang pemilu atau pilkada. Partai kartel sangat
berkepentingan meraih suara yang banyak demi menjaga eksistensi paratainya. Sifat kartel
vang dimihiks oleh partal, yaitu ketika terjadinya jual beli yang saling menguntungkan dan
atas kesepakatan bersama (Pamungkas, 2011:72).

Pemilihan Kepala Daerah _

Pemilihan umum Kepala Dacrah dan Wakil Kepala Dacrah (Pemilukada) merupakan
swstrumen vang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan
prmsip demokrasi di daerah, karena di sinilah wujud bahwa rakyat sebagai pemegang
gedaulatan menentukan kebijakan kenegaraan. Mengandung arti bahwa kekuasaan tertinggl
weuk mengatur pemerintahan negara ada pada rakyat. Melalui pemilukada, ralfyat“dapat
ssesmilih siapa vang menjadi pemimpin dan wakilnya dalam proses penyaluran aspirast, yang
sciampuinya menentukan arah masa depan sebuah negara (Yusdianto, 2010:44).

Secara normatif, berdasarkan ukuran-ukuran demokrasi, pemilukada langsung
Swemawarkan sejumlah manfaat dan sekaligus harapan bagi pertumbuhan, pendalaman dan
perisasan demokrasi lokal. Manfaat tersebut antara lain sebagai berikut (Dwipayana, 2010):

| —
Fe

“ema. sistem demokrasi langsung. Melalui pemilukada langsung akan membuka ruang
partispas: yang lebih luas bagi warga dalam proses demokrasi dan menentukan
Sepessimpinan politik di tingkat lokal dibandingkansistem demokrasi perwakilan yang lebih
Sesak meletakkan kuasa untuk menentukan rekruitmen politik di tangan segelintir orang di
DFRD (ohigarkis): Keduadari sisi kompetensi politik. Pemilukada langsung memungkinkan
SSescwinya secara lebih lebar preferensi kandidat-kandidat berkompetensi dalam ruang yang
WSS erbuka dibandingkan ketertutupan yang sering terjadi dalam demokrasi perwakilan.

S iada langsung bisa memberikan sejumlah harapan pada upaya pembalikan “syndrome”

e Somokrast perwakilan yang ditandai dengan model kompetensi yang tidak fair, seperti;
BESER polink uang (moneypolitics), Ketiga, sistem pemilihan langsung akan memberi
Peiisse been warga untuk mengaktualisasi hak-hak politiknya secara lebih baik tanpa harus
Ssiaiss ofeh kepentingan-kepentingan elite politik seperti yang kasat mata muncul dalam
sssem Comokrast perwakilan, Setidaknya, melalui konsep demokrasi langsung. warga di
SSoi ksl akan mendapatkan kesempatan untuk memeroleh semacam pendidikan politik,
S Sepemimpinan politik dan sekaligus memunyai posisi yang setara untuk terlibat

Sl pemcambilan keputusan politik: Keempat, pemilukada langsung memerbesar harapan
WS mendapatkan figur pemimpin yang aspiratif, kompeten dan legitimate. Karena, melalui

pemmisads langsung, kepala daerah yang terpilih akan lebih berorientasi pada warga
SSamdinskan pada segelintir elite di DPRD. Maka demikian, pemilukada memunyai sejumlah
St berkaitan dengan peningkatan kualitas tanggung jawab pemerintah daerah pada
Warsasss vang pada akhirnya akan mendekatkan kepala daerah dengan masyarakat; Kelima,
Sepais decrah vang terpilih melalui pemilukada langsung akan memiliki legitimasi politik

WS L sehingga akan terbangun perimbangan kekuatan (check and balance) di daerah
s wepala daerah dengan DPRD. Perimbangan kekuatan ini akan meminimalisasi

Pesiaistaunaan kekuasaan seperti yang muncul dalam format politik yang monolitik.

METODE PENELITIAN

“emchiian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Pendekatan kualitatif adalah

SR peases penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki
St femomena sosial dan masalah manusia. Pada pendekatan ini, peneliti membuat suatu
samtaran kompleks, meneliti kata-kata. laporan terinci dari pandangan responden, dan
SRsleian studi pada situasi yang alami (Creswell, 1998:15). Bogdan dan Taylor (Moleong,
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3) mengemukakan bahwa metodologi kualitatif merupakan prosedur penelitian yang
Jkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan
yang diamati. Penelitian kualitatif dilakukan pada kondisi alamiah dan bersifat

penchitian ini memfokuskan penelitian pada beberapa aspek kecenderungan kartelisasi

e nads pemilihan kepala dacrah dengan mengkaji: :
. pertimbangan partai pada waktu membuat keputusan tentang calon yang akan diusung

stan didukung: ideologis visoner VErsus pragmatis

' Mekanisme partai dalam melakukan proses pembuatan keputusan tentang pengalonan:

' menjembatani  kepentingan politik ~konstituen dengan calon yang didukung

\ {desentralistis versus sentralistis). ‘ o a

] 3 Mekanisme partai dalam upaya mendukung figur yang dicalonkan: (a) koalisi-koalisi

' yang dibangun dan dasar-dasar dalam berkoalisi: (b) upaya menghubungkan calon
Jenean partai-partai: c¢b) kemampuan menyediakan dukungan bagi calon * dana,
mfrastruktur organisasi dan lain-lain.

b memenuhi ketentuan perlunya triangulasi data dalam penelitian kualitatif, maka
. menentukan narasumber atas dasar prinsip tersebut. Oleh karena itu narasumber
penchinian di Kabupaten Pringsewu diambil dari dua partai besar yang mendukung
yamg berbeda, yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) dan
(solkal serta satu pihak netral, yaitu akademisi. Untuk pemilihan kepala daerah di
Wametawang Barat, narasumber akan diambil dari dua partai pengusung dan satu pihak
| sk memenuhi ketentuan triangulasi data.
Mesode pengumpulan data dalam penelitian menggunakan teknik dokumen, wawancara,
wameulasi. Prosedur wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara bebas
W awancara bebas terpimpin adalah “kombinasi antara wawancara bebas dengan
" (Supardi, 2006 :100). Tehnik dokumentasi

%o=ic 1997 104) digunakan untuk mengumpulkan dokumen-dokumen pencalonan
) partas-partai.  Teknik triangulasi (Patton dalam Sutopo, 2006: 92) dalam penelitian ini
Wpesaleh melalui triangulasi data (dari berbagai sumber). triangulasi peneliti (tiga orang).
emenlas metodologis (wawancara, dokumen, dan focused group discussion) dan triangulasi

S taon kartel dan pemilu dari berbagai ahli).

S analisis data diawali dengan menelaah seluruh data yang berhasil dihimpun dari
Bestass sumber yaltu wawancara, dan kajian dokumen (pustaka). Langkah berikutnya
peiukss data vang dilakukan dengan cara abstraksi. Abstraksi merupakan upaya membuat
smshman dari segala data yang ada. Kemudian, menyusunnya dalam satuan-satuan. Satuan-
i “wwss = dikategorisasikan pada langkah berikutnya. Pengkategorian ini dilakukan dengan
1 “ws hodine Selanjutnya adalah melakukan pemeriksaan keabsahan data. Langkah terakhir,

pemstoran data vang telah untuk diuji (verifikasi) untuk dijadikan teori substansif dengan

; memeswnakan beberapa metode tertentu.

B ASIL DAN PEMBAHASAN
{.ambaran umum proses pencalonan dalam pemilihan kepala daerah di Kabupaten
Prusmesenu dan Kabupaten Tulang Bawang Barat

Proses pencalonan pada pemilihan kepala daerah di Kabupaten Pringsewu dan
Julamehawang Barat ditandai dengan dinamika yang berbeda. tetapi keduanya menarik untuk
@esmbarkan prosesnya. Secara singkat dapat dikatakan bahwa proses pencalonan bupati di
Prmesewn sangat kompetitif sehingga perubahan pencalonan masih terjadi sampai hari-hari
Sessk s menjelang pendaftaran pasangan calon Bupati/Wakil Bupati ke Komisi Pemilihan

o — —
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Umem (sclanjutnya disebut KPU) Kabupaten Pringsewu. Sementara itu proses pencalonan &

Telamgbawang Barat ditandai oleh dominasi Bupati petahana yang sangat kuat schinggz
- wacana pencalonan hanya berkisar pada soal siapa yang menjadi calon wakil bupati. Berkut
| adadab gambaran umum tentang proses pencalonan bupati/wakil bupati di kedua kabupaten
| fersebut

Preses Pencalonan
Jauh hari scbelum pendaftaran resmi calon bupati/wakil bupati dibuka olgh KPU
S swpaten Pringsewu, media luar ruang di Kabupaten Pringsewu, khusu_sr_1ya Kota Prlpgse.\k'g
Spessin oleh gambar atau foto berbagai tokoh yang secara eksplisit maupun implisit
semwatakan miatnya untuk maju dalam pemilihan kepala daerah di Kabupat.e.n Prmgsewu:
Tesdspat nama-nama Ririn Kuswantari, Edi Agus Yanto, Ardian Saputra, Siti Rahma, Erl
15:‘.“.1':::2:.1. Bahagia Saputra, Maulana M. Lahudin, Irwan Saputra dan beberapa nama lain
'gm;g seyak awal sudah tercantum dalam baliho dan poster berbagai ukuran di wilayah publik
{P:r-.fs:au (sumber: observasi bulan Maret dan Mei 2016). Secara jelas nama-nama tersebut
;mman minat bertarung dalam pemilihan kepala daerah di Kabupaten Pringsewu.
‘H:-:.u Saliho dan poster tidak secara jelas menunjukkan siapa secara politik lebih kuat dari
WS ietapt kesediaan untuk mengeluarkan modal cukup banyak untuk membuat dan
‘mg poster dan baliho di ruang publik jelas menunjukkan keseriusan mereka untuk jkut
‘&m pemulihan kepala daerah.
i S.esenusan mereka untuk bertarung dalam pemilihan kepala daerah di Pringsewu juga
mgsikan oleh kesediaan mereka untuk dari awal menggalang dukungan dari partai-partai
e memmlbiki wakil di DPRD Pringsewu. Selain melakukan lobi untuk mencari dukungan,
# juga mengikuti proses penjaringan bakal calon bupati/wakil bupati yang
@zarakan cleh partai-partai politik.
WSk poster dan baliho sudah berserakan di hampir seluruh ruang publik di Kabupaten
“Ww. fctapt sampai dengan masa mendekati pendaftaran pasangan calon bupati dan
Sepats ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu ada dua pertanyaan penting
Sl jelas jawabannya: (a) siapa akan didukung oleh partai atau partai-partai apa, dan
Sase akan menjadi calon untuk posisi apa, kepala daerah atau wakil kepala daerah.
i clasan tentang siapa akan didukung partai atau partai-partai apa disebabkan paling
& &asema dua hal: (a) di Pringsewu tidak terdapat partai yang mencapai ambang batas
* pemcalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah, karena itu partai harus berkoalisi
pata lain dalam pencalonan. Pada kenyataannya membangun koalisi ini sangat sulit
Wemsebabkan bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah gagal dalam proses
pencalonan.  (b) semua partai mensyaratkan adanya tindakan aktif mendaftarkan
S e calon kepala/wakil kepala daerah ke partai. Mekanisme ini membuat calon tidak
Fn:u:}m kepastian apakah nantinya partai tempat vang bersangkutan mendaftar akan
Fl:nlt.i.&nil}'& atau tidak.
= Serkenaan dengan pertanyaan siapa akan dicalonkan sebagai apa (calon kepala daerah
“em wakal kepala daerah) terlihat bahwa para bakal calon dari awal mayoritas sudah
“isian akan mendaftar sebagai apa kepada partai-partai yvang membuka pendaftaran
san penilihan kepala daerah/wakil kepala daerah. Meski demikian terlihat dari
£ Baliho dan poster terdapat juga bakal calon yang masih wait and see dengan tidak
Sesses sesas ingin mencalonkan diri sebagai apa. Kata yang umumnya dipilih oleh calon yang
:‘:f and see ini adalah “pemimpin” meski tidak jelas kriteria “pemimpin” yang

sebagai apa.

i

“%aam konteks pencalonan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh partai-
POk di Pringsewu, terdapat satu fenomena vang cukup menarik yang pada akhirnya

-
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pada dinamika proses pencalonan. ~ Fenomena tersebut adalah adanya
apakah petahana akan mencalonkan diri kembali atau tidak dari masa awal
'pmcalonan ini muncul. Sampai sekitar satu tahun menjelang waktu pencalonan,
selalu menjawab “‘tunggu nanti” tentang niatnya untuk mencalonkan diri ketika
olch Lalanean media massa. Sementara bakal calon yang lain sudah sangat aktif
smpromosikan diri. melakukan lobi ke pengurus partai-partai politik, pctahana tcrllh.at.
<& femang-tenang saja, bahkan belum menyatakan niatnya untuk mencalonkan din
el Ketidakjelasan ini pada akhirnya berpengaruh besar terhadap proses pcncalonan
. bkl calon lain harus menyesuaikan diri dengan hal ini; petahana bagaimanapun pasti
s fakior keunggulan posisi dalam pencalonan. B
Berbeda dengan pencalonan di Kabupaten Pringsewu, pen;alo_nan pemilihan kepala
s & Kabupaten Tulangbawang Barat sejak awal sudah didominasl adanya wacana calon
sl  Dari sejak awal hampir tidak ada satupun calon alternatif yang muncul dalam
— masvarakat. Memang sempat muncul wacana tentang keinginan DCHC&\OH@H
+ waeean salah satu bupati di Provinsi Lampung untuk ikut bertarung dalam pemilihan
\s dsersh Tulangbawang Barat, tetapi wacana itu kemudian menghilang dengan semakin
w2 Berita tentang telah “berastunya partai-partai” untuk mendukung satu-satunya bakal
emals dacrah vang sangat aktif mendekati kepengurusan partai-partai di daerhanya.

welisasi partai: pertimbangan ideologis dan pragmatisme dalam pembuatan
@aa tentang calon.
Seoeame pengurus partai politik pengusung calon kepala daerah dan wakil kepala daerah
semlihan kepala daerah di Kabupaten Pringsewu menyatakan bahwa Ardian Saputra,
Lemals daerah yang diusung adalah kader partai karena merupakan anak seorang tokoh
s vane jelas komitmen ideologisnya (sumber: wawancara melalui media sosial, 28
e 2016)  Sementara itu narasumber lain, Ririn Kuswantari, menyatakan bahwa
“wmaseya pada awalnya merupakan keputusan partai  dan seluruh jajaran partai pada
wu mendukung pencalonannya karena yang bersangkutan dinilai merupakan kader partai
wwish lama bekerja untuk partai (sumber: wawancara informal 19 Oktober 2016 di
weowne)  Meski pada akhirnya Ririn batal diusung menjadi calon kepala daerah
s peskembangan dinamika pencalonan yang membuatnya gagal mencruskan proses
meslemsmmya. tetapt  Kenyataan bahwa karena sebagai kader yang telah bekerja untuk
&2 didukung oleh partai, maka faktor idealisme masth dominan dalam proses
seamamena Begitu juga dengan calon lain yang diusung oleh partai karena kaitan
o sranetuanva menunjukkan bahwa partai masih melihat kedekatan ideologis sebagai
e pemcalonan
Dwes vane diperoleh melalui pembicaraan informal dengan beberpa anggota Kaukus
semmws Polink Lampung (KPPL) diperoleh informasi bahwa para calon. baik calon kepala
w sseoun calon wakil kepala daerah masing-masing maju dalam pencalonan dengan
% Swesse melaiui jalur ideologi masing-masing, yaitu Edi Agus Yanto (PAN), Dewi
999, Siti Rahma (Nasdem). Petahana bupati Sujadi Sadat yang akhirnya juga maju
semcalonan juga diusung melalut jalur “ideologi Nahdhatul Ulama”. Dengan demikian
¢ satwa pertimbangan ideologi masih dominan dalam proses pencalonan kepala daerah
W kepala daerah di Kabupaten Prongsewu.
Seowessara itu hasil wawancara untuk proses pencalonan kelapa daerah di
whewane Barat menunjukkan bahwa factor “kedekatan visi misi antara calon dengan
o messads pertimbangan partai mencalonkan yang bersangkutan, Kesamaan visi misl
swemer ©dsk mensyaratkan bahwa yang bersangkutan harus kader partai yang memiliki
sl veme sama dengan partai yang mengusung maupun yang mendukung pencalonan
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“lasam-alasan bagi dasar-dasar pertimbangan dalam membuat keputusan pencalonan
#2'am pemilihan kepala daerah gy
Sewaktu ditanya lebih lanjut pertimbangan partai mengusung calon dalam pemilihan

Lepas dacrah di Pringsewu, narasumber menyatakan (sumber: wawancara melalui rped_ia
s % September 2016) bahwa calon harus mampu membangun koalisi dengan partai lain
Larena partai tidak bisa mengusung calon secara mandiri. Yang ‘b_crs.angkutan menyatakan
St s s persvaratan mampu membangun koalisi bukan karena partar ingin lepas tangan dalam
gweses pencalonan, tetapi persyaratan itu menjadi bukti bahwa Calon_ mempunyai kemampuan
s anoun kerjasama dengan berbagai pihak; dan kemampuan itu nantinya akan sangat
T m—cnjadi kepala daerah yang berhasil. ) .

Narasumber ini juga menyatakan bahwa selain kemampuan membangun koalisi, partai

s =ensvaratkan bahwa calon harus berakar di masyarakat ditunjukkan oleh hasil survey
ame menunjukkan persentase keterpilihan (electability) yang cukup tinggi. Dla.men‘yalakan
“whws partar hanya mendukung calon yang memiiiki angka keterpilihan yang tinggi karena
S Sertarung dalam pemilihan kepala daerah untuk menang, bukan untuk kalah.

Syaral berikuinya yang cukup penting menurut narasumber adalah bahwa calon harus

Sesiomendas: oleh rapat kerja daerah dan rapat kerja cabang. Syarat ini dinilai penting
Sasess Bordasar pengalaman partainya mengusung calon dalam pemilihan kepala daerah yang
WS Senads selama ini, banyak calon kepala daerah atau wakil kepala daerah yang diusung
St pamanya kemudian melupakan partai setelah terpilih menjadi kepala daerah atau wakil
SEes Gaserah. Adanya rekomendasi rapat keria daerah dan rapat kerja cabang menunjukkan
Sees calon paling tidiak sudah membangun komunikasi dengan seluruh jajaran partai pada

SR vang dipersyaratkan, bukan hanya dengan elit partai di tingkat pusat saja.
“emenuhan persyaratan ini juga menunjukkan bahwa partai menginginkan agar bakal
S8 cusup mengakar di konstituen partai. Dengan menentukan persyaratan demikian dapat

S bahwa hubungan partai dengan konstituen dicoba tetap dijaga keratannya. Hal ini
e eiian bahwa kecenderungan kartelisasi partai dalam pemilihan kepala daerah dalam
SRS partan idak membangun hubungan yang erat dengan konstituen (Katz dan Mair dalam
SSes. J009:4%) udak sepenuhnya terjadi dalam pemilihan kepala daerah di Pringsewu,
WSS e dan partal terbesar yang mengusung calonnya sendiri dalam pemilihan kepala
Szl & Pringsewu.

“asssumber kedua menyatakan bahwa kegagalannya meneruskan proses pencalonannya
WESE Sischabkan karena dia tidak memenuhi syarat untuk  pencalonannya. tetapi
SSEResas dia kehabisan waktu untuk menggalang koalisi. Sebagai kader dia telah memenuhi
pessssian calon. misalnya persoalan PDLT (prestasi. dedikasi, loyalitas dan tidak tercela).
WemSsper dukungan kepengurusan partai serta konstituen).  Yang bersangkutan Juga
Sessan bahwa dia merasa mampu memenuhi persyaratan untuk nantinya menggerakkan
TSNS POtk untuk proses pemilihan karena aspek ini juga merupakan persyaratan penting
S8e cen kepala daerah.  Satu-satunya hal yang gagal dipenuhinya adalah membangun
SRS Susunzan pencalonan dengan partai lain serta mendapat bakal calon wakil bupati yang
SSise partar lain untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang tentang persyaratan
Seiseas suara untuk pemilihan kepala daerah (suara mutlak maupun jumlah kursi di DPRD)

% pilkada Tulangbawang Barat, pengurus Partai Amanat Nasional menyatakan bahwa
s pencalonan Umar Ahmad dan Fauzi Hasan dalam pilkada Tulangbawang Barat adalah

s adanya desakan pengurus partai pada tingkat kabupaten serta rekam jejak keberhasilan
sefisne dalam memimpin Tulangbawang Barat pada masa jabatan pertama (wawancara

semeam E tanggal 12 Oktober 2016). Pengurus Partai Demokrat Provinsi Lampung (LT)
memsatasan bahwa pencalonan Umar Ahmad-Fauzi Hasan dalam Pilkada 2016 adalah karena
SSSiamalah satu-satunya pasangan calon yang mendaftar di Partai Demokrat dan rekam jejak

Sssmpakon pada Seminar Nasional tentang “MEMBANGUN ETIKA SOSIAL POLITIK MENUIU
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memimpin Tulangbawang Barat pada periode kepemimpinan pertama
20 Oktober 2016).

Mempertimbangkan deskripsi di depan terlihat jelas perbedaan alasan pencalonan

s s calon kepala daerah di Pringsewu dan Tulangbawang Barat. D1 Pringsewu.

F,}mﬂﬂ Ledekatan partai, kemampuan membangun koalisi dukungan, kemampuan
-,gcﬂihﬂ dukungan sumberdaya menjadi pertimbangan utama sementara di

alsnebawang Barat catatan rekam jejak sebagai incumbent serta tidak adanya pasangan
*im <ohaoai saingan menjadi pertimbangan partai dalam mencalonkan.

Mk aarsme partai dalam melakukan proses pembuatan ke[_)utusan tentapg pencalonan.

Pads wuwmumnya keputusan tentang pencalonan t1daklal_1 menjad? wewenang
RepersTaSan partai pada tingkatan yang bersangkutan, melamkfcm tmgkgtan di atasnya atau
el memjadi wewenang Kepengurusan pusat partal. Meski demikian pada umumnya
St proses berjenjang yang harus diikuti bakal calon kepala maupun wakil kepala daerah
same mem didukung atau diusung partai politik. Proses berjenjang dimaksud pada umumnya
setpue langkah-langkah berikut:

. Mesdafiar pada tingkatan kepengurusan partai yang setingkat dengan pemilihan

\eoala daerahnya. Jadi bakal calon bupati harus mendaftar pada dewan pimpinan
parmas tingkat kabupaten yang biasanya membentuk panitia pendaftaram calon kepala
Sush untuk melakukan proses itu. Calon gubernur dan wakil gubernur harus
wwomdafiar kepada kepengurusan partai tingkat provinsi.
».4s sam mendaftar ke partai politik, bakal calon kepala/wakil kepala daerah bisa
whabgus sudah mempersiapkan bakal calon pasangannya dalam pilkada, tetapi bisa
“wes hal i ditetapkan kemudian oleh partai atau partai-partai pengusung dalam proses
peacalonan.

% e harus memastikan diri didukung oleh kepengurusan partai pada tingkatan yang
s tmeer atau yang memiliki kewenangan untuk membuat keputusan pencalonan.
Puts prakieknya, proses ini tidak mudah karena partai biasanya menerima pendaftar
“ulke banvak. baik dari kalangan internal partai maupun dari pendaftar eksternal.

Pooses i juga terjadi dalam pembuatan keputusan tentang bakal calon yang akan
Wkume oich partai menjadi calon bupati/wakil bupati Pringsewu. Narasumber pertama
e sakas bahwa proses yang harus dilalui calon sebelum ditetapkan menjadi calon yang
W ame et adalah: (1) mengikuti pendaftaran di partai: (2) secara internal partai
emesdsbas survey untuk mengetahui popularitas dan elektabilitas calon; (3) menggalang
S bow (4) mengikuti sekolah partai: (4) keputusan dibuat oleh Dewan Pimpinan Pusat
P ssmber wawancara melalui media sosial pada 28 September 2016).

Poses vang mirip juga dikemukakan oleh narasumber kedua yang menyatakan bahwa
s S melalun proses pencalonan sama dengan calon lain. Dia juga mempunyai kewajiban
Wi semesalang dukungan partai mitra Koalist serta mencari bakal calon pasangan untuk
W Lemets dacrah. Proses mencari pasangan mitra koalisi dan bakal calon pasangan dalam
el kepals daerah menurutnya sangat sulit.  Dia memaparkan berbagai kesulitan
Seetwe yame antara lain adalah: (1) sampai dengan saat-saat terakhir pencalonan ke Komisi
Pemue Umem Kabupaten Pringsewu, dia tidak berhasil mencapai kesepakatan tentang
Suis cabom wakil bupati dari partai yang semula diharapkannya akan menjadi mitra koalisi:
P cwom mutra koalisi menyodorkan perempuan sebagai bakal calon wakil bupati padahal
S Sessamekutan juga perempuan. (2) bakal calon wakil bupati yang disodorkan oleh salah
S e vane potensial menjadi mitra koalisi menurutnya kurang memiliki nilai jual vang
Subae %) partas lain yang juga potensial menjadi mitra koalisi hanya mau jika kadernya

.S 4B AR AT Y ANG BERKEADILAN” yang dilaksanakan oleh FISIP Universitas Lampung pada tanggal

Demmeken pode Seminar Nasional tentang “MEMBANGUN ETIKA SOSIAL POLITIK MENUIJU {q
28 Dt 2017 & Hotel Swiss Bell , Bandar Lampung



memsads calon bupati, bukan calon wakil bupati, sementara yang bersangkutan serta partainya
menia bahwa yang bersangkutan harus menjadi calon bupati, bukan calon wakil bupati. (4)
sdamya gerakan menolak perempuan menjadi kepala daerah di Kabupaten Pringsewu.
‘swmoer wawancara informal tanggal 19 Okrtober 2016). Yang bersangkutan menyatakan
Swbws rumit dan sulitnya proses ini menyebabkan dia tidak memiliki Waktu yang cukup untuk
stk an mitra koalisi dan bakal calon pasangannya dalam pemilihan kepala dacrah; dan
s hermya gagal menjadi calon bupati .

) Kabupaten Tulangbawang Barat, proses pencalonan bggl ;am-sattinyq pasangan
calom yang mendaftar berjalan sangat mulus. Semua rekomendasi be_rjt?njan_g dan keselgruh
p— g S -pcngusung pencalonan didapatkan dengan cukup_ lancar: Hal i terjadi kgrgna 11dak.
wesiupat persaingan pencalonan sehingga rekomendasi partai-partai secara berjejang dari
Lmehat Kabupaten sampai dengan Pusat cukup lancar didapatkan satu-satunya pasangan calon
e mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tulangbawang Barat dalam
Piliada serentak 2016.

Melamisme  partai dalam upaya membangun koalisi dengan partai-partai iain dan
Semsampuan partai untuk menyediakan dukungan dana dan infrastruktur organisasi

parta bagi calon

Farias kartel pada umumnya bertindak didorong keinginannya untuk memaksimalkan
Sswmsumean bagn partai dengan cara memenangkan pemilihan melalui calon yang paling
S untuk menang, udak peduli afiliasi ideologi politiknya karena all major parties
W She same interest, that is, to maintain their collective survival (Katz dan Mair, 1995:5).
S Seberlangsungan partai tetap terjaga maka partai harus memenangkan pemilihan umum
e semsa pemilihan lain yang diikutinya schingga partai dapat mengontrol sumberdaya
PR Panan kartel hanya dapat survive jika kadernya atau orang-orang yang didukungnya
S menduduki jabatan-jabatan politik sehingga mereka nanti dapat membuat keputusan
e memeuntungkan partai, khususnya dapat mengambil kebijakan yang akan memastikan
Wemesimya sumberdana pengelolaan partai.  Hal ini sesuai dengan permyataan bahwa
Wemeis sahian cenderung tidak peduli dengan kebijakan atau agenda presiden selama mereka
e memeroleh keuntungan-keutungan politik dan eckonomi bagi keberlanjutan partai-partai
Wi (Hanan, 2010). Hal ini juga dinyatakan oleh Katz dan Mair (1995: 5) bahwa semua
S L mengandalkan keterampilan mengeruk sumber daya dan subsidi negara karena
Mses e Bak istimewa yang mereka miliki.

Semamyaannya adalah apakah tindakan-tindakan dan upaya-upaya partai-partai di
Smesewn wntuk memenangkan calon yang didukungnya? Dan apakah upaya-upaya tersebut
Sesns Siskukan untuk orang vang paling mungkin memenangkan pemilu apapun dasar
Semsa s Jawaban atas pertanyaan-pertanyan tersebut terlihat dari penjelasan berikut.

Sasssumber pertama riset ini menyatakan bahwa secara internal partai melakukan
S amtuk menjajagl potensi kemenangan calon (sumber: wawancara melalui media sosial.
8 Segsember 2016). Partai juga melakukan seleksi berjenjang sesuai dengan ketentuan
Sssmses partar Sclain itu partai juga  mensyaratkan kemampuan membangun koalisi
S partas lain scbagal syarat calon dukungan serta kemampuan calon atau pasangan calon
WS memggerakkan mesin politik pemenangan pemilu (wawancara dengan R September
S8 Demgan demikian terdapat ketidakkonsistenan jawaban antara pertimbangan
Seisiats wdeologr sebagai syarat pencalonan dengan mekanisme internal partai dalam
WEas proses dan upaya dukungan dimana elektabilitas dan kemampuan calon sebagai
e peoses dan persyaratan-persyaratan lain yang harus dipenuhi dan dilewati calon atau
gasamezo czlon.
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[» Kasbupaten Tulangbawang Barat, didapat informasi yang menunjukkan bahwa
mfssorakner dukungan partai semata-mata hanyalah rekomendasi pencalonan. Infrastruktur
& ssmberdaya lamn sepenuhnya diusahakan oleh pasangan calon yang memang sebagai

e calon incumbent memilili sumberdaya yang sangat kuat. Karena itu bq]gh
Siamion parial benar-benar bersifat pragmatis, hanya memberi dukungan yang memiliki

memenangkan pilkada meski pasangan calon bukanlah kader partai, kecuali bagi
PO stam juga tidak dekat dengan partai secara ideologis.

Aaan-ean _ _
AN mengusung pasangan petahana Umar Ahmad-Fauzi Hasan dalam Pilkada

Tulang Bawang Barat Tahun 2017 adalah karena desakan dari kader yang
Seruiiz & bawah dan pasangan ini dianggap berhasil dalam memimpin kabupaten ini
el peniode yang lalu, maka bersama dengan 10 partai politik yang a(_ia di DPRD
Pulame Bawang Barat mengusung kembali pasangan ini untuk memimpin kemball
sk penode tahun 2017-2022 (Erijal: 12 Oktober 2016).
P pomsip Partai Demokrat lakukan dalam melakukan penjaringan calon sampai
s menecluarkan rekomendast untuk mengusung suatu calon adalah calon
et mmesmilik tujuan dan visi yang sama pada partai politik. Hal yang lebih

seham jejak calon tersebut dalam memimpin suatu organisasi atau

: bagaimana tingkat keberhasilan memimpin organisasi tersebut tingkat
dan ningkat popularitasnya (Levi Tuzaidi: 22 Oktober 2016).
calom bupaty'wakil bupati yang kami usung pada pilkada Tulang
Bt tahun 2017 adalah pasangan incumbent Umar Ahmad-Fauzi
%.am wsung mereka karena dari mulai tahap penjaringan sampai
pendafiaran calon hanya pasangar ini yang mendaftar selain 1

‘

smalisss di muka menunjukkan bahwae:

! Tesdanat perbedaan jelas dalam kecenderungan Kartelisasi partai dalam pemilihan
Sepals daerah di Kabupaten Pringsewu dengan Kabupaten Tulangbawang Barat di
Poswimsi Lampung. Di Kabupaten Pringsewu, persaingan ketat dalam pencalonan
setars pasangan calon membuat kartelisasi dalam partai politik tidak terlalu terlihat.
Mok partai mempertimbangkan kapabilitas calon dan pasangan calon sebagai
gessvarat dukungan, tetapi partai-partai masih menjadikan “kesamaan ideology”
sehaes persyvaratan penting bagi dukungan dalam pencalonan.  Hal ini berbeda
Semesn Kabupaten Tulangbawang dimana kemampuan dan rekam jejak incumbent
sehses pertimbangan utama pencalonan, bahkan untuk partai yang memiliki jarak
whesioess jauh dengan ideology resmi pasangan calon.

2 Mhamsme partai dalam membuat keputusan dukungan pasangan calon di kedua
S bupaten ini juga berbeda. Di Pringsewu, dukungan pencalonan bagi masing-
wwesme pasangan calon didapat melalui proses berliku, sulit dan sangat panjang. Satu
calem yane diperkirakan memiliki popularitas tinggi di masyarakat bahkan terpental
Sk mendapat dukungan pencalonan partainya sendiri sampai hart terakhir
semcalonan karena ketidakberhasilannya mendapat pasangan calon dari partai lain. Di
S ssupaten Tulangbawang Barat, keputusan dukungan pencalonan pilkada diperoleh
wlen satu-satunya pasangan calon dengan cukup mudah. Hampir semua partal yang
Serkoaliss dalam dukungan pencalonan menyatakan rekam jejak pasangancalon

scwmbent sebagai unsur utama mulusnya dukungan partai.
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© Hasl penelitian juga menunjukkan bahwa penyediaan infrastruktur dukungan partai di

Ledua Kabupaten ini juga sedikit berbeda. Di Kabupaten Pringsewu, persaingan ketat
wetar calon menyebabkan partai masih memiliki peran penting da]am_penyediaan
@ukungan politik bagi pasangan calon, khususnya dukgngan ninfrastruktur
Lepengurusan dan konstituen partai politik sampai dengan tingkat akar rumput.
Sesmentara itu, kuatnya rckam jejak incumbent di Kabupaten Tulangbawang B.a{at
sembuat dukungan infrastruktur partai tidak terlalu pet.lling.‘ Incumbent memlhkF
swmberdaya politik cukup besar selain dukungan partat, yaitu dukungan berbagal
srzamisasi masyarakat dan birokrasi.
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